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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/M-IND/PER/2/2010
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN ATAU MESIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka merangsang pertumbuhan rumpun

industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan
ranta pertambahan nilal, penguatan hubungan antar
industri yang terkait secara horizontal, dan penyediaan
sarana bagi peningkatan kapasitas produksi, perlu strategi
pembangunan industri melalui pemberian bantuan
peralatan dan atau mesin dalam pengembangan klaster
industri prioritas yang telah ditetapkan;

. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran dalam

penentuan pemberian bantuan peralatan dan atau mesin
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur
ketentuan pemberian bantuan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasiona Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang K euangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il Periode 2009-2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103-137/M-
IND/PER/10/2009 mengena Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri Prioritas Tahun 2010-
2014;

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN ATAU
MESIN.

Pasal 1

(1) Kehijakan peningkatan kemampuan industri nasional dilaksanakan melalui
program peningkatan kemampuan industri lokal.

(2) Program peningkatan kemampuan industri lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan program industri prioritas
nasional sebagaimana dimaksud dalam Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri Prioritas Tahun 2010-2014.
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